
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial 

Volume 4, No. 1, February 2026 – May 2026, pp. 1612-1622 

E-ISSN: 2987-4475 

https://pchukumsosial.org/index.php/pchs 

 

Tinjauan Yuridis terhadap Ketimpangan Pengaturan Sanksi antara Wajib 

Pajak dan Fiskus dalam Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Julius Setiawan1*, Demson Tiopan2, Agus Setiawan3, Shelly Kurniawan4 
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Jl. Prof. drg. Surya Sumantri No. 65, Bandung 40164, 

West Java, Indonesia 

Julius.se26@gmail.com 

Abstract 

This study aimed to analyze the regulation of sanctions imposed on taxpayers and tax authorities (fiskus) in tax 

disputes based on the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP), as well as to examine the 

disparity in legal accountability between the two parties. The study employed normative legal research using 

statutory and conceptual approaches. Legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources 

collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation and legal reasoning 

methods. The results showed that UU KUP regulates administrative and criminal sanctions against taxpayers in a 

detailed and comprehensive manner, while the legal accountability and sanction mechanisms for tax authorities 

remain limited and are not explicitly regulated. This disparity creates an imbalance in legal protection, affects 

legal certainty in tax dispute resolution, and is inconsistent with the principles of equality before the law and 

justice. Therefore, regulatory reform is necessary to strengthen the accountability of tax authorities and establish 

a more balanced and equitable tax law enforcement system. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi terhadap Wajib Pajak dan fiskus dalam sengketa 

pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta mengkaji 

ketimpangan pengaturan pertanggungjawaban hukum antara kedua pihak. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran hukum. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa UU KUP mengatur secara rinci sanksi administratif dan pidana terhadap Wajib 

Pajak, sedangkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap fiskus masih relatif 

terbatas dan belum diatur secara komprehensif. Ketimpangan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan 

perlindungan hukum, memengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, serta belum sepenuhnya 

mencerminkan prinsip equality before the law dan teori keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi 

pengaturan yang lebih proporsional melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum fiskus guna 

mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. 

Kata Kunci: Equality Before the Law; Perlindungan Hukum; Sanksi Pajak; Sengketa Pajak; Tanggung Jawab 

Hukum 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan pelayanan publik. Keberhasilan sistem 

perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang didukung oleh administrasi 

perpajakan dan penegakan hukum yang efektif (Rosid & Romadhaniah, 2023; Slemrod, 2019). Selain 

itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan 

kepastian hukum dalam penerapan peraturan perpajakan (Hofmann et al., 2008). Dalam perspektif 
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hubungan antara negara dan warga negara, pemungutan pajak mencerminkan kontrak sosial yang 

menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak dalam sistem 

perpajakan (Kato & Tanaka, 2019). Oleh karena itu, sistem perpajakan harus mampu menjamin 

keseimbangan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun fiskus. 

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system, wajib pajak diberikan 

kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, 

sedangkan fiskus bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum perpajakan. 

Sistem ini bertujuan mendorong kepatuhan sukarela melalui kepercayaan yang diberikan kepada wajib 

pajak, namun tetap memerlukan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak. Keberhasilan self 

assessment system sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kepercayaan kepada wajib pajak dan 

kewenangan fiskus dalam menegakkan ketentuan perpajakan (Batrancea et al., 2022; Hofmann et al., 

2014). Oleh karena itu, hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus harus dibangun berdasarkan 

prinsip keseimbangan hak dan kewajiban guna mewujudkan kepatuhan dan keadilan dalam sistem 

perpajakan. 

Hubungan hukum antara wajib pajak dan fiskus tidak selalu berjalan harmonis karena perbedaan 

penafsiran terhadap ketentuan perpajakan sering menimbulkan sengketa pajak. Sengketa tersebut 

umumnya muncul akibat perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang 

kemudian berujung pada pengajuan keberatan, banding, gugatan, maupun upaya hukum lainnya. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pajak tidak hanya berkaitan dengan penerapan 

norma perpajakan, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum 

bagi para pihak dalam hubungan hukum perpajakan (Choi, 2020; Lederman, 2012). Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang seimbang agar mekanisme penyelesaian sengketa pajak dapat memberikan 

perlindungan hukum yang proporsional bagi wajib pajak maupun fiskus. 

Sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur berbagai bentuk sanksi administratif dan pidana yang dapat 

dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut meliputi 

denda, bunga, kenaikan, hingga ancaman pidana yang bertujuan untuk menciptakan efek jera serta 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Keberadaan sanksi yang tegas 

dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga efektivitas sistem perpajakan dan 

mencegah terjadinya pelanggaran kewajiban perpajakan (Hofmann et al., 2014; Torgler, 2010) 

Meskipun UU KUP mengatur secara rinci berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib 

pajak, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap fiskus yang melakukan 

kesalahan prosedural, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan wajib pajak masih 

relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengaturan antara kewajiban wajib 

pajak dan tanggung jawab fiskus dalam hubungan hukum perpajakan. Padahal, prinsip keadilan dan 

akuntabilitas menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perpajakan tunduk 

pada mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. Keterbatasan pengaturan tersebut berpotensi 



1614   Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 4, No. 1, February 2026 - May 2026 hal. 1612-1622 

 

 

menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum serta memengaruhi kepercayaan wajib pajak 

terhadap sistem perpajakan (BRAITHWAITE, 2007; Hofmann et al., 2014). 

Ketimpangan pengaturan sanksi antara wajib pajak dan fiskus menimbulkan persoalan mendasar 

terkait prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem perpajakan. Di satu 

sisi, wajib pajak menghadapi berbagai sanksi administratif dan pidana yang diatur secara rinci dalam 

UU KUP, sedangkan di sisi lain mekanisme pertanggungjawaban terhadap fiskus yang melakukan 

kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berpotensi 

menciptakan ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam sengketa pajak serta mengurangi 

kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap 

pengaturan sanksi yang berlaku guna memastikan terwujudnya sistem perpajakan yang lebih adil, 

proporsional, dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi wajib pajak maupun fiskus 

(Amiputra & Rahayu, 2019; Eka Putra et al., 2025). 

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena sengketa pajak tidak hanya berdampak pada 

penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, kepercayaan wajib pajak terhadap 

administrasi perpajakan, dan legitimasi tindakan pemerintah dalam pemungutan pajak. Ketidakjelasan 

serta ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa pajak berpotensi 

meningkatkan konflik antara wajib pajak dan fiskus serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu menjamin keseimbangan 

kedudukan para pihak agar penyelesaian sengketa pajak dapat berlangsung secara adil, efektif, dan 

memberikan perlindungan hukum yang memadai (Cahyadini et al., 2025; Ismail, 2010). 

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penegakan hukum perpajakan. Kajian-

kajian tersebut umumnya menyoroti efektivitas sanksi administratif maupun pidana, pengaruh audit dan 

denda terhadap kepatuhan, serta pentingnya keseimbangan antara pendekatan koersif dan pendekatan 

berbasis kepercayaan dalam administrasi perpajakan (Batrancea et al., 2022; Hofmann et al., 2014). 

Selain itu, beberapa penelitian juga menegaskan bahwa faktor psikologis, persepsi keadilan, dan 

karakteristik wajib pajak turut memengaruhi efektivitas penerapan sanksi dalam mendorong kepatuhan 

perpajakan (Hofmann et al., 2008; Raskolnikov, 2009).  

Penelitian lainnya berfokus pada penerapan prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan 

perlindungan hak wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan sanksi perpajakan harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan agar tidak 

menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketimpangan kedudukan para pihak dalam sengketa pajak 

(Amiputra & Rahayu, 2019; Eka Putra et al., 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih 

lebih banyak membahas sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dibandingkan dengan mekanisme 

pertanggungjawaban dan sanksi terhadap fiskus. 

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas sanksi perpajakan, penerapan prinsip 

ultimum remedium, kepastian hukum dalam sengketa pajak, serta pengaruh sanksi terhadap kepatuhan 
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wajib pajak, kajian yang secara khusus menganalisis ketimpangan pengaturan sanksi antara wajib pajak 

dan fiskus dalam UU KUP masih sangat terbatas (NURCHALIS, 2018; Safitri et al., 2025). Penelitian 

terdahulu umumnya berfokus pada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, sedangkan aspek 

pertanggungjawaban dan sanksi terhadap fiskus belum memperoleh perhatian yang memadai. 

Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian mengenai sejauh mana pengaturan sanksi yang tidak 

seimbang tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum 

dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap ketimpangan pengaturan sanksi 

antara wajib pajak dan fiskus berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efektivitas sanksi 

terhadap wajib pajak, penelitian ini mengkaji proporsionalitas pengaturan sanksi dari perspektif 

keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sengketa pajak. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ketimpangan 

pengaturan sanksi antara wajib pajak dan fiskus dalam UU KUP serta mengkaji implikasinya terhadap 

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di 

Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan 

untuk mengkaji pengaturan sanksi dalam sengketa pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Fokus penelitian diarahkan pada analisis ketimpangan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak dan fiskus 

serta implikasinya terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam 

penyelesaian sengketa pajak. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan yang mengatur kewajiban perpajakan, 

kewenangan fiskus, mekanisme penyelesaian sengketa pajak, dan sistem sanksi perpajakan. Sementara 

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan konsep keadilan 

hukum, perlindungan hukum, proporsionalitas sanksi, asas keseimbangan, dan prinsip equality before 

the law sebagai landasan dalam menilai keselarasan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak dan fiskus. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan 

hukum primer meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang 

Pengadilan Pajak, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta berbagai regulasi 

perpajakan lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku ilmiah, artikel jurnal nasional 

dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum 
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pajak dan penyelesaian sengketa pajak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi pendukung lainnya. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan 

mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, 

bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan legal reasoning 

dengan mengacu pada teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan asas proporsionalitas. Analisis 

tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk ketimpangan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak 

dan fiskus serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan 

perlindungan hukum. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan argumentasi 

hukum dan rekomendasi perbaikan regulasi guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pajak yang 

lebih adil, seimbang, dan proporsional. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Pengaturan Sanksi terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam Undang-Undang KUP 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan merupakan landasan utama dalam pengaturan hak, kewajiban, serta mekanisme 

penegakan hukum perpajakan di Indonesia. Dalam rangka menjamin kepatuhan dan melindungi 

penerimaan negara, UU KUP mengatur berbagai instrumen penegakan hukum berupa sanksi 

administratif dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak atas pelanggaran kewajiban 

perpajakan. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sanksi merupakan bagian penting 

dalam sistem perpajakan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga 

efektivitas pemungutan pajak (Anwar & Suparnyo, 2024; Judijanto & Musahib, 2025). 

Sanksi administratif dalam UU KUP merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengaturan tersebut meliputi denda atas keterlambatan 

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam Pasal 7, pembetulan SPT dalam 

Pasal 8, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam Pasal 13, serta Surat Tagihan 

Pajak (STP) dalam Pasal 14. Melalui pengaturan tersebut, UU KUP menempatkan sanksi administratif 

sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak sekaligus menjaga penerimaan negara dari 

sektor perpajakan. 

Selain sanksi administratif, UU KUP juga mengatur sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang 

melakukan pelanggaran tertentu. Pasal 38 mengatur tindak pidana karena kealpaan, seperti tidak 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan SPT yang tidak benar sehingga 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sementara itu, Pasal 39 mengatur tindak pidana yang 

dilakukan dengan sengaja, termasuk penggelapan pajak dan penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), sedangkan Pasal 39A mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan atau 

penggunaan faktur pajak yang tidak sah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam 
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UU KUP berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi 

penerimaan negara dari pelanggaran perpajakan (Christy Mumek & Wasis, 2022; Rosyda, 2023). 

Fiskus memiliki kewenangan yang luas dalam administrasi perpajakan, meliputi pemeriksaan, 

penetapan pajak, penagihan, dan penyelesaian sengketa pajak. Kewenangan tersebut diberikan untuk 

menjamin kepatuhan Wajib Pajak serta menjaga optimalisasi penerimaan negara. Dalam menjalankan 

tugasnya, fiskus wajib berpedoman pada prinsip kepastian hukum, objektivitas, dan akuntabilitas guna 

melindungi hak-hak Wajib Pajak. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan fiskus seharusnya 

diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang (Kobal, 2025). 

Meskipun UU KUP mengatur secara rinci berbagai sanksi administratif dan pidana yang dapat 

dikenakan kepada Wajib Pajak, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum dan sanksi terhadap 

fiskus masih relatif terbatas. Wajib Pajak menghadapi konsekuensi hukum yang jelas apabila melanggar 

kewajiban perpajakan, sedangkan mekanisme pemberian sanksi terhadap fiskus yang melakukan 

kesalahan prosedural atau penyalahgunaan wewenang belum diatur secara komprehensif dalam UU 

KUP. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan intensitas pengaturan yang berpotensi 

menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara Wajib Pajak dan fiskus dalam hubungan 

hukum perpajakan. 

Ketimpangan Pengaturan Sanksi antara Wajib Pajak dan Fiskus dalam Sengketa Pajak 

Ketimpangan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak dan fiskus terlihat dari perbedaan tingkat 

pengaturan konsekuensi hukum yang diterima oleh masing-masing pihak. UU KUP secara rinci 

mengatur berbagai bentuk sanksi administratif dan pidana terhadap Wajib Pajak, sementara pengaturan 

mengenai pertanggungjawaban hukum fiskus lebih banyak ditempatkan dalam mekanisme pengawasan 

administratif dan tidak diatur secara eksplisit sebagaimana sanksi terhadap Wajib Pajak. Perbedaan 

tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pengaturan yang lebih berorientasi pada pengendalian 

kepatuhan Wajib Pajak dibandingkan penguatan akuntabilitas fiskus. 

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan prinsip equality before the law yang 

menempatkan setiap subjek hukum pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini 

menghendaki adanya keseimbangan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap pihak tanpa 

perlakuan yang diskriminatif atau berlebihan (Acemoglu & Wolitzky, 2018). Namun, perbedaan 

intensitas pengaturan sanksi dalam UU KUP menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya 

terimplementasi dalam hubungan hukum antara Wajib Pajak dan fiskus. Akibatnya, perlindungan 

hukum yang diterima para pihak menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan persepsi 

ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip equality 

before the law sering kali belum terimplementasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum di 

Indonesia. Dalam konteks sengketa pajak, pengaturan sanksi administratif berdasarkan UU KUP dinilai 

belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan karena menempatkan Wajib Pajak pada posisi 
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yang lebih rentan terhadap konsekuensi hukum dibandingkan fiskus (Amiputra & Rahayu, 2019). 

Padahal, prinsip equality before the law menghendaki adanya perlakuan hukum yang setara dan 

perlindungan hukum yang seimbang bagi setiap subjek hukum tanpa membedakan kedudukan maupun 

kewenangannya (Amri & Anggono, 2024). Oleh karena itu, ketimpangan pengaturan sanksi dalam UU 

KUP menunjukkan adanya ketidaksetaraan normatif yang berpotensi mengurangi jaminan keadilan dan 

kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. 

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, pengaturan hukum harus menjamin distribusi hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab secara adil bagi setiap pihak. Rawls menegaskan bahwa keadilan 

merupakan kebajikan utama institusi sosial yang harus diwujudkan melalui perlakuan yang setara dan 

perlindungan terhadap hak-hak setiap individu (KISTEMACHER WELTER, 2023). Dalam konteks 

sengketa pajak, pengaturan sanksi yang lebih rinci dan tegas terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan 

fiskus menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi tanggung jawab hukum. Kondisi tersebut 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif karena beban konsekuensi hukum lebih banyak 

dibebankan kepada Wajib Pajak, sementara mekanisme pertanggungjawaban fiskus belum diatur secara 

proporsional. Dengan demikian, pengaturan sanksi dalam UU KUP belum sepenuhnya mencerminkan 

prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Rawls. Ketimpangan pengaturan sanksi menyebabkan 

ketidakseimbangan perlindungan hukum, mengurangi kepastian hukum, dan berpotensi menurunkan 

kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. 

Implikasi Ketimpangan Pengaturan Sanksi terhadap Keadilan, Kepastian Hukum, dan 

Perlindungan Hukum 

Ketimpangan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak dan fiskus menimbulkan implikasi yang 

signifikan terhadap perlindungan hukum dalam sengketa pajak. Pengaturan sanksi yang lebih rinci dan 

tegas terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan fiskus menyebabkan adanya perbedaan tingkat 

pertanggungjawaban hukum antara kedua pihak. Akibatnya, Wajib Pajak berada pada posisi yang lebih 

rentan terhadap konsekuensi hukum, sementara mekanisme pertanggungjawaban fiskus atas kesalahan 

prosedural atau penyalahgunaan wewenang masih relatif terbatas. Kondisi ini berpotensi mengurangi 

keseimbangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara setara kepada setiap subjek 

hukum dalam sistem perpajakan. 

Selain memengaruhi perlindungan hukum, ketimpangan pengaturan sanksi juga berdampak 

terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Pengaturan yang tidak seimbang 

mengenai konsekuensi hukum bagi Wajib Pajak dan fiskus berpotensi menimbulkan ketidakjelasan 

mengenai batas pertanggungjawaban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi 

terhadap ketentuan sanksi perpajakan serta kewenangan diskresioner fiskus dapat memunculkan 

inkonsistensi dalam penerapan hukum dan putusan sengketa pajak (Sostenes & Saptono, 2025). Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh 

kejelasan norma, tetapi juga oleh keseimbangan pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para 

pihak dalam hubungan hukum perpajakan. 
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Ketimpangan pengaturan sanksi juga berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Pengaturan sanksi yang dipandang tidak 

seimbang dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan sehingga mengurangi kepercayaan terhadap 

otoritas pajak dan legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan (Hofmann et al., 2014; Naslia & 

Yulianti, 2024). Padahal, kepercayaan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong kepatuhan 

sukarela Wajib Pajak selain keberadaan sanksi dan mekanisme penegakan hukum (Mufidah & Syaiful, 

2024). Oleh karena itu, pengaturan sanksi yang proporsional dan penerapan hukum yang adil menjadi 

faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas sistem 

perpajakan. 

Berdasarkan berbagai implikasi tersebut, diperlukan reformulasi pengaturan sanksi dalam UU 

KUP yang lebih seimbang antara Wajib Pajak dan fiskus. Penguatan mekanisme pertanggungjawaban 

hukum fiskus, baik terhadap kesalahan prosedural maupun penyalahgunaan wewenang, perlu dilakukan 

untuk mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan equality before the law. Selain itu, 

harmonisasi pengaturan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi para pihak dalam sengketa pajak 

menjadi penting guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi 

pada perlindungan hukum yang seimbang. Dengan demikian, penegakan hukum perpajakan tidak hanya 

berfungsi menjaga penerimaan negara, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh subjek hukum yang 

terlibat dalam hubungan perpajakan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah mengatur secara rinci sanksi administratif dan sanksi pidana 

yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak melalui berbagai ketentuan, antara lain Pasal 7, Pasal 8, Pasal 

13, Pasal 14, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A. Sebaliknya, pengaturan mengenai pertanggungjawaban 

hukum dan sanksi terhadap fiskus yang melakukan kesalahan prosedural atau penyalahgunaan 

wewenang masih relatif terbatas dan belum diatur secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan 

adanya ketimpangan pengaturan sanksi antara Wajib Pajak dan fiskus yang menyebabkan perbedaan 

tingkat pertanggungjawaban hukum dalam hubungan perpajakan. Dari perspektif prinsip equality 

before the law dan teori keadilan John Rawls, ketimpangan tersebut mencerminkan belum optimalnya 

penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum perpajakan. 

Ketimpangan pengaturan sanksi tersebut berimplikasi terhadap perlindungan hukum, kepastian 

hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Wajib Pajak berada pada 

posisi yang lebih rentan terhadap konsekuensi hukum, sementara mekanisme akuntabilitas fiskus belum 

memberikan perlindungan yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan dalam 

UU KUP melalui penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum fiskus, penegasan konsekuensi 

hukum atas kesalahan prosedural dan penyalahgunaan wewenang, serta harmonisasi pengaturan hak, 

kewajiban, dan sanksi bagi para pihak dalam sengketa pajak. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan 
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sistem perpajakan yang lebih adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh subjek 

hukum. 
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